
SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) MIGAS
MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi minyak dan
gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap
eksplorasi dan pemanfaatan serta potensi sumber daya alam
minyak dan gas bumi tersebut dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat:

a.

bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan Pemerintah Daerah dapat membentuk
Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan
usaha hulu dan kegiatan usaha hilir,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT)
Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

1



2

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548):

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

7.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756):

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740),

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216),

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4530),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436),

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun
2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama
Kalimantan Timur,
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(PT) MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11
Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Pratama Mandiri Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47) pada Judul
BAB VII dan ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 7

(1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.

(2) Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar
dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 3096,

b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25, dan

c. Untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi,
Sumbangan Dana Pensiun dan sokongan, yang besarnya masing-masing
ditentukan dalam Keputusan Gubernur berjumlah 454.

(3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai tujuannya
dapat dialihkan kepada pembangunan lain sesuai kepentingan Pemerintah
Daerah.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Dindangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA B. HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (5/2014)


